ANALISIS FAKTOR  SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 PURWAKARTA

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Betapapun modern sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi , namun apabila SDM nya memiliki kualitas yang buruk maka tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Istilah umumnya adalah  The Man Behind The Gun . hal inilah yang mendasari penulis untuk membuat analisa kebijakan pada KPPBC Tipe A2 Purwakarta  dengan titik berat faktor SDM.

Secara umum permasalahan SDM yang terjadi pada KPPBC Tipe A2 Purwakarta adalah dari segi Kualitas dan Kuantitas pegawai.

A.
Pembahasan Permasalahan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kuantitas atau jumlah SDM pada KPPBC Tipe A2 Purwakarta yang berjumlah 139 orang, sangat kurang memadai untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap sekitar 200 perusahaan Kawasan Berikat (KB) yang tersebar di Kabupaten Purwakarta, Subang , Karawang dan sebagian Bekasi (EJIP Cikarang). Dari jumlah 139 orang tersebut sebanyak 40 orang di tempatkan di Kantor Induk KPPBC Tipe A2 Purwakarta sedangkan sisanya di sebar di 33 Posko Koordinator Pelaksana di tiap tiap perusahaan KB.  Jauhnya rentang kendali pelayanan dan pengawasan adalah sekitar 120 kilometer  . Beban kerja dari tiap tiap individu atau posko sangat besar. Sebagai contoh Posko Korlak PT. Hansoll Hyun Garment adalah membawahi sekitar 9 perusahaan KB aktif dengan jumlah pegawai Bea dan Cukai 4 orang terdiri dari 1 Koordinator dan 3 orang pelaksana.   Jarak PT. C-Site (Ciasem Subang )  dan PT. Sinkona Indah Lestari (Ciater Subang) adalah sekitar 40 KM . selain itu beban kerja yang diberikan kepada petugas lapangan sangat banyak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

•
Pelayanan Impor

•
Pelayanan Ekspor 

•
Pelayanan penjualan barang antar KB dengan dokumen BC 2.3 antar KB 

•
Pelayanan peminjaman mesin baik antar KB maupun ke perusahaan DPIL

•
Pelayanan Subkontrak baik antar KB atau ke DPIL (beban kerja terbesar) .

•
Pelayanan pemeriksaan fisik penjualan lokal dari KB ke DPIL

•
Pembuatan laporan bulanan kegiatan KB.

Melihat dari kompleksnya pelayanan dan pengawasan pada posko PT. Hansoll Hyun tersebut dapat menggambarkan kurangnya kuantitas (jumlah pegawai) dengan beratya beban kerja .

Alternatif Pemecahan Permasalahan

1.
Penambahan jumlah personel.



Pimpinan KPPBC Tipe A2 Purwakarta dapat mengajukan jumlah personel ideal  ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memperhitungkan aspek aspek rentang kendali pelayanan dan pengawasan.

2.
Pemecahan posko posko.



Pimpinan KPPBC Tipe A2 Purwakarta dapat memecah 33 Posko menjadi beberapa posko tambahan.

3.
Efektifikasi posko posko yang ada



Koordinator pelaksana dapat mengefektifkan personel yang ada dengan menempatkan personel pada tiap tiap KB sesuai analisa beban kerja pelayanan dan pengawasan.

4.
Pemberian fasilitas pelayanan dan pengawasan kepada tiap tiap posko 



Untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan seharusnya dari pihak Kantor Induk KPPBC Tipe A2 Purwakarta memberikan alat komunikasi semacam Handy Talky dan kendaraan dinas untuk mobilitas pegawai pada tiap tiap posko

B.
Pembahasan Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pengembangan kualitas SDM dinilai belum berjalan dengan baik.  Pengembangan pegawai seharusnya lebih menitikberatkan pada perbaikan kebiasaan atau tingkah laku pegawai (to improve behavior and attitude)  hal itu ditandai masih adanya pelanggaran pelanggaran kode etik pegawai seperti ketidaksiplinan pegawai, adanya pungutan liar  dsb.

Permasalahan Kualitas SDM yang terjadi pada KPPBC Tipe A2 Purwakarta dapat jabarkan sebagai berikut :

1.
Umur.



Berhasilkan data Bezetting Pegawai per Desember 2008 diketahui komposisi pegawai Banyak yang berusia tua mendekati pensiun

2.
Pendidikan 



Kurangya kemampuan pegawai dalam pemahaman atas peraturan Ditandai dengan adanya perbedaan perlakuan  oleh petugas BC terhadap suatu peraturan.
3.
Kurangnya  kesadaran (awareness) atas peran Bea dan Cukai.
Belum berfungsinya seksi Tempat Penimbunan Berikat. Selama ini sosialisasi kepabeanan dan cukai hanya diberikan kepada perusahaan yang berfasilitas KB seharusnya juga diberikan kepada perusahaan non fasilitas . selain itu pula pihak Pimpinan KPPBC Tipe A2 Purwakarta harus berani mengajukan terobosan pengajuan perubahan peraturan. Misal : Pengajuan impor barang yang tidak berhubungan dengan produksi yang selama ini harus ke Kantor Pusat DJBC  dan memakan waktu lebih dari dua minggu seharusnya diajukan pelimpahan wewenangnya dari Kantor Pusat DJBC ke Kantor Pelayanan untuk memberikan percepatan pelayanan.

5.
Belum adanya Tata Nilai Budaya Organisasi KPPBC Tipe A2 Purwakarta

Secara khusus belum ada tata nilai budaya organisasi pada KPPBC Tipe A2 Purwakarta  yang ada adalah kode etik pegawai DJBC yang berlaku untuk seluruh DJBC . Budaya organisasi adalah tatanilai yang diterima organisasi sebagai pedoman para karyawan dalam melakukan tugas dan sebagai perilaku dasar yang dianut bersama. Selain itu juga  ini merupakan perekat berbagai unsur dan perilaku individu yang mungkin berbeda sehinga mereka mempunyai satu persepsi dan kesatuan arah tindakan. 

Alternatif Pemecahan Permasalahan 

1.
Permintaan pegawai yang berusia muda

Pimpinan KPPBC Tipe A2 Purwakarta dapat mengajukan tambahan pegawai ke Kantor Pusat DJBC  dengan spesifikasi yang berusia muda

2.
Pendidikan pegawai

Pembekalan dan Pelatihan Ketrampilan Pegawai (PPKP) yang selama ini telah dijalankan harus memberikan pembekalan yang benar benar dibutuhkan. 

Mengajukan pegawai dalam diklat diklat yang dibutuhkanPemeriksa,  JuruSita PBJ

3.
Pola pengawasan pegawai melalui Tim Kepatuhan Internal  

Kode etik pegawai harus benar benar diterapkan dari level atas sampai dengan bawah.

Setiap pelanggaran kode etik harus diproses untuk menjaga proses reformasi yang dijalankan.

4.
Kepemimpinan yang baik.

•
Dalam pengembangan SDM  figur pemimpin layaknya manager dalam sebuah perusahaan. Dia harus menjadi contoh, motivator dan pengawas bagi bawahannya. Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan organisasi mencapai sasaran jangka panjang dengan cara melaksanakan program-program jangka pendek, menggunakan semua perangkat struktur organisasi dan kesisteman, serta budaya yang dimiliki. Kepemimpinan diperlukan untuk melaksanakan dan sekaligus untuk mengelola perubahan-perubahan yang diperlukan secara terencana dan terkendali.

•
Lingkungan kerja sering berubah, motivasi kerja dan komitmen sering menurun, sementara para pelaku sering berganti-ganti.

•
Kepemimpinan bukanlah tanggung jawab pimpinan tertinggi saja, tetapi tanggungg jawab secara kolektif para pejabat sampai dengan tingkat lini.

•
Secara rinci tugas dan tanggung jawab kepemimpinan KPPBC Tipe A2 Purwakarta harus meliputi :

o
Menciptakan suasana “sense of urgency “ dan “ sense of crisis “

o
Memberikan arah dan bimbingan yang jelas.

o
Menunjukkan komitmen dan keterlibatan langsung.

o
Bertindak secara konsisten.

o
Mengimplementasikan budaya baru dan keteladanan.

5.
Pembangunan   Tata Nilai Budaya Organisasi .

•
Langkah pertama adalah menyusun tatanilai unggulan yang dipilih dari sejumlah tatanilai yang ada kemudian dijabarkan menjadi perilaku yang mendukung kemudian disosialisasikan dan diinternalisasikan sehingga menjadi perilaku bersama yang pada akhirnya menjadi budaya KPPBC Tipe A2 Purwakarta.

•
Tatanilai unggulan/budaya organisai KPPBC Tipe A2 Purwakarta yang akan diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah :


Menciptakan value “customer satisfaction” : memberikan layanan  yang melebihi ekspektasi kepuasan pengguna jasa dan memberikan pengalaman interaksi terbaik, serta memiliki kualitas prima dengan menekankan pada aspek efisien, pasti, responsif dan trasnparan.

Proaktif : memiliki sifat cepat tanggap dan responsif dalam melayani pengguna jasa dengan tetap berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Tanggung jawab : melaksanakan tugas dan kegiatan dengan sepenuh hati, dedikasi tinggi, dan berani mengambil resiko atas tindakan yang diambil.

Profesional : memastikan agar semua perilaku, sikap, dan tindakan selalu mengacu pada standar dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta selalu meningkatkan kinerja selalu terus menerus.

Case Management : mengidentifikasi permasalahan sehingga masalah masalah yang timbul dapat dimonitor dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan .

